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:fc"e';i: dfgigggi vulnerable to dealing with legal problems, one of which is being declared

Published: 03-02-2025 bankrupt by a court decision. The bankruptcy of a Notary in the case of
Decision Number: 20 / PdtSus-PKPU / 2020 / PN Niaga Shy, caused the
notary to be dismissed dishonorably as regulated in Article 12 letter a UUJN.
Based on this study, the Legal Certainty of the Regulation of Notaries who are
declared Bankrupt in relation to Individuals or Positions reviewed based on
UUJN, Legal Consequences for Notaries who are declared Bankrupt reviewed
based on UUJN in decision number: 20 / Pdt.Sus-Pkpu / 2020 / PN Niaga Sby,
Protection of Notary Protocols and Supervision of Notaries. The method used
in this Thesis research is Normative Juridical Research. This research is
descriptive analysis, aimed at describing certain symptoms or groups, or to
determine whether or not there is a relationship between one symptom and
another. The data collection technique used in this study is library research.
This study uses qualitative data analysis with deductive conclusion drawing.
Based on this study, there are discussion results regarding Legal Certainty
regarding the Regulation of Notaries who are declared Bankrupt regulated in
Article 12 letter a UUJN. If a notary in carrying out his authority is not in
accordance with the Law, especially UUJN, then the notary has deviated from
his authority and sanctions can be imposed on him. The legal consequences
for a Notary who is declared Bankrupt based on a court decision that has
obtained permanent legal force, can be dismissed dishonorably from his
position on the recommendation of the Central Supervisory Board (MPP).
Protection of Notary Protocols if a Notary is dismissed dishonorably, then the
submission of the Notary protocol is carried out by the Notary to another
Notary appointed by the Minister on the recommendation of the Regional
Supervisory Board. In terms of Supervision of Notaries, it is carried out by the
Notary Supervisory Board and the Notary Honorary Council.
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Absrtrak

Dalam memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat, terkadang Notaris terjerembab atau rentan berurusan
dengan masalah hukum, salah satunya dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan. Kepailitan Notaris dalam
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perkara Putusan Nomor: 20/PdtSus-PKPU/2020/PN Niaga Sby, menyebabkan notaris diberhentikan dengan
tidak hormat sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a UUJN. Berdasarkan penelitian ini dibahas mengenai
Kepastian Hukum terhadap Pengaturan Notaris yang dinyatakan Pailit dalam kaitannya terhadap Pribadi atau
Jabatan ditinjau berdasarkan UUJN, Akibat Hukum terhadap Notaris yang dinyatakan Pailit ditinjau
berdasarkan UUJN pada putusan nomor: 20/Pdt.Sus-Pkpu/2020/PN Niaga Sby, Perlindungan terhadap
Protokol Notaris dan Pengawasan terhadap Notaris. Metode yang digunakan dalam penelitian Tesis ini
adalah Penelitian Yuridis Normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, bertujuan untuk
menggambarkan gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu
gejala terhadap gejala lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian kepustakaan (/ibrary research). Dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan
penarikan kesimpulan secara deduktif. Berdasarkan penelitian ini terdapat hasil pembahasan mengenai
Kepastian Hukum terhadap Pengaturan Notaris yang dinyatakan Pailit diatur di dalam Pasal 12 huruf a
UUIJN. Apabila notaris dalam menjalankan kewenangannya tidak sesuai dengan Undang-Undang khususnya
UUIJN, maka notaris telah menyimpang dari kewenangannya dan dapat dijatuhkan sanksi terhadapnya.
Akibat Hukum terhadap Notaris yang dinyatakan Pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya atas usul
Majelis Pengawas Pusat (MPP). Perlindungan terhadap Protokol Notaris apabila Notaris diberhentikan
dengan tidak hormat, maka penyerahan protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang
ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah. Dalam hal Pengawasan terhadap Notaris,
dilakukan oleh lembaga Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Notaris, Pailit.

PENDAHULUAN

Hal ini seperti yang terjadi pada Notaris Devi Chrisnawati dalam perkara Putusan
20/PdtSus-PKPU/2020/PN Niaga Sby, di mana Notaris Devi Chrisnawati mengajukan Permohonan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada Pengadilan Niaga Surabaya yang
dimohonkan untuk dirinya. Permohonanan PKPU tersebut dikabulkan, sehingga diberikan waktu
selama 45 hari dengan maksud untuk memberikan waktu bagi Debitur Devi Chrisnawati (dalam
PKPU) menyusun dan menyerahkan rencana perdamaian kepada para krediturnya. Sejak
disetujuinya PKPU tersebut dengan memberikan waktu selama 45 hari kepada debitur Devi
Chrisnawati untuk menyerahkan proposal perdamaian kepada tim pengurus terhitung sejak putusan
Pengadilan Niaga Nomor: 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby tertanggal 29 Mei 2022,
selanjutnya tim pengurus memohonkan kepada hakim pengawas untuk diselenggarakan rapat
kreditur dengan agenda pembahasan proposal perdamaian yang dijadwalkan terlaksana pada
tanggal 7 juli 2020 dan sampai menjelang dilaksanakannya rapat kreditur untuk membahas proposal
perdamaian pihak debitur Devi Chrisnawati belum juga menyerahkan rancangan proposal
perdamaian yang semestinya menjadi pokok bahasan dalam agenda rapat kreditur yang akan
dilaksanakan tersebut. Pada tanggal 7 juli 2020 Hakim Pengawas membuka dan memimpin rapat
pembahasan proposal perdamaian yang bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
Surabaya, dalam rapat kreditur ini pihak debitur Devi Chrisnawati hanya diwakili oleh kuasa
hukumnya dan tetap belum bisa menyerahkan proposal perdamaian, sehingga terjadi protes yang
disampaikan oleh para kreditur konkuren maupun kuasa hukumnya, yang meminta untuk tetap
berusaha menghadirkan langsung debitur Devi Chrisnawati dalam rapat tambahan, yang kemudian
agendanya disepakati pada tanggal 9 Juli 2020 dengan maksud memberikan kesempatan bagi kuasa
hukum menghadirkan debitur Devi Chrisnawati.

Pada tanggal 9 Juli 2020 dalam rapat tambahan ini pihak debitur Devi Chrisnawati maupun
kuasa hukumnya tidak hadir, kemudian hakim pengawas kepada hakim pemutus perkara a quo
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menyampaikan rekomendasi sesuai laporan pengurus tersebut dan menambahkan pertimbangan
hukum berdasarkan pasal 178 ayat 1 Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), bahwa jika dalam rapat pencocokan piutang
tidak ditawarkan rencana perdamaian berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi.

Sehingga setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas berdasarkan
ketentuan dalam pasal 178 ayat 1 Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), bahwa jika dalam rapat pencocokan piutang
tidak ditawarkan rencana perdamaian, maka Debitur Devi Chrisnawati harus dinyatakan pailit
dengan segala akibat hukumnya. Sementara yang bersangkutan juga melekat jabatan sebagai
notaris, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf a UUJN mengatur bahwa notaris
diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat
(MPP) apabila dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap. Adanya peristiwa tersebut, Kanwil Kemenkumham Jawa Timur dan Majelis Pengawas
Wilayah (MPW) Jawa Timur telah melaporkan Notaris Devi Chrisnawati untuk diberhentikan atas
dasar Pasal 12 huruf a UUJN.

Perumusan Masalah

1. Bagaimana kepastian hukum dalam pengaturan terhadap Notaris yang dinyatakan pailit dalam
kaitannya terhadap pribadi atau jabatan ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris?

2. Bagaimana akibat hukum terhadap jabatan Notaris yang dinyatakan pailit ditinjau berdasarkan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada Putusan Nomor: 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga
Sby?

3. Bagaimana perlindungan terhadap Protokol Notaris dan Pengawasan terhadap Notaris?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini
bersifat deskriptif analisis, Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian kepustakaan (/ibrary research), Dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif
dengan penarikan kesimpulan secara deduktif.

HASIL PNELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kepastian Hukum Terhadap Pengaturan Notaris Yang Dinyatakan Pailit Dalam
Kaitannya Terhadap Pribadi Atau Jabatan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang
Jabatan Notaris

Para pihak yang menilai atau mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal
84 Undang-Undang Jabatan Notaris wajib membuktikan dalilnya berdasarkan Pasal 163 HIR
dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila pengadilan memutuskan bahwa
akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau menjadi batal
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demi hukum, maka berdasarkan putusan pengadilan tersebut notaris dapat dituntut penggantian
biaya, ganti rugi, maupun bunga kepada notaris. Dalam hal gugatan yang diajukan tersebut tidak
terbukti dan ditolak, maka akta tersebut tetap memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan
notaris dapat mengajukan gugatan kepada para pihak guna mempertahankan hak dan kewajiban
notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dalam menyelenggarakan akta.

a. Sanksi Administratif

Sanksi administratif menjadi salah satu pembahasan dalam Undang- Undang Jabatan
Notaris dikarenakan bahwa notaris sebagian kedudukannya adalah sebagai pejabat umum
yang juga tunduk pada hukum administrasi. Sanksi-sanksi yang diatur dalam Pasal 85
Undang-Undang Jabatan Notaris, antara lain:

1) Teguran lisan;

2) Teguran tertulis;

3) Pemberhentian sementara;

4) Pemberhentian dengan hormat;

5) Pemberhentian dengan tidak hormat.

Pemberian sanksi berupa teguran lisan maupun tertulis merupakan kewenangan dari
Majelis Pengawas Wilayah berdasarkan pada ketentuan Pasal 73 ayat (1) huruf e Undang-
Undang Jabatan Notaris. Teguran secara lisan ataupun tertulis bukan merupakan jenis sanksi
administratif melainkan merupakan suatu prosedur sebelum dilakukan sanksi berupa paksaan
pemerintah. Kewenangan dalam menjatuhkan sanksi administratif dimiliki oleh Majelis
Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Sebagaimana 125 diatur dalam Pasal 77
huruf ¢ dan huruf d Undang-Undang Jabatan Notaris, maka Majelis Pengawas Pusat
berwenang dalam hal:

1) Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara;

2) Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada
Menteri.

Undang-Undang Jabatan Notaris khususnya di dalam ketentuan Pasal 12 huruf a
Undang-Undang Jabatan Notaris menjatuhkan sanksi pemberhentian secara tidak hormat
pada notaris yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap. Hal ini berlaku bagi notaris yang menjalankan jabatan dan kewenangannya
dalam pembuatan akta dapat pula diputus pailit berdasarkan atas perbuatan melawan hukum.
Dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum, maka kepailitan sebagai akibat dari adanya
perbuatan melawan hukum merupakan bentuk pemberian sanksi perdata berupa penggantian
biaya, ganti rugi maupun bunga yang tidak mampu dipenuhi oleh notaris karena berada dalam
keadaan insolvensi sehingga diputus pailit.

Selama proses kepailitan, notaris dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian
sementara yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Sebelum
adanya putusan pemberhentian sementara tersebut, notaris dapat mengajukan pembelaan diri
di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang. Dalam hal putusan pailit menyatakan bahwa
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permohonan pernyataan pailit ditolak, maka notaris dapat diangkat kembali menjadi notaris
oleh menteri setelah dipulihkan haknya berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang
Jabatan Notaris. Tetapi apabila putusan menyatakan bahwa notaris dinyatakan pailit, maka
Majelis Pengawas Pusat mengusulkan kepada Menteri agar notaris diberhentikan dengan
tidak hormat.

2. Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Dinyatakan Pailit Ditinjau Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2004 Tentang Jabatan Notaris Pada Putusan Nomor: 20/Pdt.Sus-Pkpu/2020/Pn Niaga Sby

Akibat hukum kepailitan bagi debitur dalam UU KPKPU hanyalah sebatas debitur
kehilangan hak nya untuk mengurus harta bendanya sejak putusan pailit dijatunkan. Berbeda
halnya dengan akibat hukum kepailitan bagi Notaris di dalam UUJN, ketentuan dalam Pasal
12 huruf a UUJN dimana akibat hukum bagi Notaris yang dinyatakan pailit adalah
diberhentikan secara tidak hormat. Setelah putusan pailit dari Pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, seorang Notaris tidak lagi memiliki jabatannya dan
dianggap tidak cakap dalam menjalankan profesi dan jabatannya.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Notaris Nomi Chairani Tarigan, Notaris
di Medan. Seorang Notaris yang dinyatakan pailit bisa saja disebabkan oleh 2 (dua) hal,
yaitu(Tarigan, 2024):

a. Jika Notaris tersebut dituntut ganti kerugian oleh para pihak/para penghadap karena akta
yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris ternyata melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 84 UUJN, yang mengakibatkan kerugian bagi para pihak/para
penghadap yang bersangkutan. Jika hal tersebut terbukti, maka Notaris wajib untuk
membayar ganti kerugian, tentunya setelah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap, yang mewajibkan kepada Notaris untuk membayar ganti kerugian, bunga dan
biaya-biaya lainnya. Jika pada kenyataannya Notaris tersebut tidak dapat memenuhi
kewajibannya untuk mengganti kerugian, meski seluruh hartanya telah dilelang, tetapi tidak
dapat mengganti seluruh kerugian, dan ia tidak mempunyai harta apapun lagi, maka sejak
saat itu sebenarnya seorang Notaris sudah dapat dikatakan pailit. Jika ini yang terjadi,
Notaris tersebut dapat dimohonkan untuk dipailitkan, tetapi dalam kapasitasnya sebagai
orang pribadi, sebab menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang dapat
dipailitkan adalah orang dan badan usaha atau badan hukum. Sebenarnya jika dikaji lebih
jauh yang menjadi objek dari kepailitan di sini adalah harta kekayaan bukan profesinya atau
jabatan, dan satu hal yang perlu diketahui menurut Suyanto, bahwa antara Notaris sebagai
pejabat umum dan Notaris tersebut sebagai orang pribadi sebenarnya tidaklah ada
pemisahan harta. Harta yang diperolehnya dari usaha lainnya di luar profesinya sebagai
Notaris, maupun yang diperolehnya dalam Jabatannya sebagai Notaris yang berupa
honorarium atas jasa dalam membuat akta, adalah sama (satu harta), jadi meskipun sebagai
Pejabat Umum ia tidak dapat dipailitkan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004,
akan tetapi jika sebagai orang pribadi ia telah dinyatakan pailit, maka sebagai Notarispun ia
sudah dianggap pailit.

b. Jika Notaris tersebut dalam kapasitasnya sebagai pribadi adalah juga sebagai seorang
pengusaha, yang dalam keadaan tertentu terlibat masalah utang piutang, dan kemudian tidak
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mampu menyelesaikannya, sehingga digugat oleh pihak yang berpiutang, tetap tidak
mampu melunasinya walaupun seluruh hartanya telah dilelang, dinyatakan pailit
berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap baik atas permintaan
sendiri maupun atas permintaan kreditur. Sejak adanya putusan pailit tersebut, maka secara
pribadi maupun selaku Notaris ia sudah pailit, sebab antara Notaris sebagai orang pribadi
dan selaku pejabat umum adalah orang yang sama. Harta yang dimilikinya sebagai orang
pribadi maupun sebagai Notaris adalah sama dan tidak dapat dipisahkan atau merupakan
satu kesatuan (satu harta).

Habib Adjie juga berpendapat sama, bahwa yang dimaksud Notaris pailit adalah jika Notaris
tersebut digugat untuk memberikan ganti rugi akibat kesalahannya yang menyebabkan suatu akta
menjadi kehilangan kekuatan pembuktian sebagai akta otentik, atau suatu akta yang dibuat oleh
atau dihadapannya menjadi batal demi hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi para pihak,
dan ternyata nilai kerugian yang dituntut begitu besar, sehingga seluruh harta Notaris tersebut
tidak mencukupi untuk menggantinya, dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap(Adjie, 2008).

Akibat dari kepailitan terhadap orang pribadi yang berprofesi sebagai Notaris, dapat
mengakibatkan Notaris tersebut diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 huruf a UUJN, bisa dilakukan jika menurut pertimbangan Majelis
Pengawas Notaris secara berjenjang mulai dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis
Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP), hal tersebut harus dan patut
dilakukan, dengan terlebih dahulu melihat alasan-alasan atau sebab-sebab yang melatarbelakangi
Notaris tersebut dinyatakan pailit(Zainudiin, Op.Cit., hal. 94-95).

Misalnya saja dalam hal Notaris melakukan kesalahan di dalam pembuatan Akta, sehingga
menimbulkan kerugian bagi para pihak, yang mewajibkan Notaris memberi ganti kerugian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 UUJN, dan akhirnya menyebabkan Notaris tersebut secara
pribadi dan sebagai Notaris menjadi pailit, bisa diusulkan bagi Notaris tersebut untuk diusulkan
kepada Menteri agar diberhentikan dari jabatannya, jika ternyata terbukti kesalahan itu dilakukan
dengan sengaja, oleh karena sebagai Notaris harusnya ia tahu bahwa hal tersebut tidak boleh
dilakukan, dan tetap dilaksanakannya, sehingga membuat akta yang dibuatnya menjadi
kehilangan otentisitasnya atau batal demi hukum, yang akhirnya melatarbelakangi pihak-pihak
yang dirugikan untuk menuntut ganti kerugian. Tetapi jika kepailitan itu timbul dari pribadi
Notaris dalam kegiatannya di luar jabatannya, Majelis Pengawas dapat mempertimbangkan untuk
tidak mengusulkan pemberhentiannya dari jabatannya, dengan pertimbangan bahwa masalah
utang piutang adalah masalah yang manusiawi, meskipun ada unsur wanprestasi, akan tetapi hal
tersebut adalah karena keadaan dan bukan merupakan kesengajaan. Untuk itu dengan
pertimbangan asas keadilan, maka terhadap orang pribadi yang berprofesi sebagai Notaris tersebut
yang kemudian dinyatakan pailit dalam kapasitasnya sebagai orang pribadi, dapat diberikan
kompensasi bagi Notaris yang bersangkutan untuk tidak diberhentikan dari jabatannya, dengan
catatan ia harus dapat menyelesaikan kewajibannya dengan secepatnya pada pihak yang
menggugatnya, sehingga ia dapat merehabilitasi kembali nama baiknya(lbid, hal. 95-96).

Akibat hukum dari dipailitkannya seseorang yang berprofesi sebagai Notaris,
mengakibatkan Notaris tersebut dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya sebagai
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Notaris, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a UUJN, adalah hal yang sudah sepantasnya
dilakukan, sebab seseorang yang dipailitkan, menurut pendapat beliau telah kehilangannya
kredibilitasnya, begitupun terhadap Notaris. Keputusan pailit terhadap orang pribadi yang
berprofesi sebagai Notaris, menyebabkan Notaris tersebut kehilangan kredibilitas dan
kewibawaan sebuah jabatan yang dianggap terhormat. Untuk itu, jika seseorang yang berprofesi
sebagai Notaris dinyatakan pailit, maka sudah sepantasnya ia diberhentikan dari jabatannya, sebab
sejak saat itu ia sudah kehilangan kredibilitasnya sebagai Notaris, dan juga bisa kehilangan
kepercayaan dari kliennya.

Jabatan Notaris adalah jabatan kepercayaan (vertrouwen ambts), sehingga Notaris yang
dipailitkan dianggap tidak lagi dapat dipercaya, karena ia telah dianggap wanprestasi dan tidak
dapat menyelesaikan kewajibannya dengan baik dan tepat waktu, sehingga untuk itu ia dinyatakan
pailit. Kredibilitas dan Kepercayaan adalah suatu hal yang sangat penting bagi seorang Notaris,
Notaris yang telah kehilangan kredibilitasnya akibat keputusan pailit, dapat menyebabkan Notaris
tersebut kehilangan kepercayaan masyarakat(Kohar, 1983).

Seorang Notaris yang pailit meskipun tidak diberhentikan dari jabatannya, sebenarnya telah
kehilangan jabatannya, karena lambat laun orang akan malas untuk datang padanya, sebagai
contoh seorang pengusaha yang pailit atau bangkrut, akan sangat sulit untuk memulai usaha
kembali, sebab orang mungkin sudah kehilangan kepercayaan terhadapnya. Keputusan pailit telah
memberikan citra buruk bagi Notaris tersebut, sehingga orang menjadi kehilangan kepercayaan
terhadapnya. Jadi untuk apa memaksakan diri untuk tetap menjalankan jabatannya, jika orang
enggan datang kepadanya(lbid).

Selain hal-hal sebagaimana telah disebutkan di atas, akibat hukum kepailitan menyebabkan
seseorang berada di bawah pengawasan oleh seorang kurator dan hakim pengawas, seseorang
yang berprofesi sebagai Notaris yang kemudian dipailitkan, jelas akan membawa dampak
terhadap profesinya sebagai Notaris.

Seorang Notaris di dalam menjalankan pekerjaannya mempunyai kewajiban untuk
merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya terkait pembuatan akta sebagaimana
diatur di dalam UUJN. Seseorang yang berprofesi sebagai Notaris yang kemudian dinyatakan
pailit, mengakibatkan orang tersebut atau Notaris tersebut berada di bawah pengawasan, oleh
seorang kurator dan hakim pengawas, sehingga ia tidak dapat lagi menjaga kerahasian dan
indenpendensinya, sebab ia senantiasa harus melaporkan segala sesuatu yang diminta oleh kurator
menyangkut penghasilannya, yang terkait dengan kewajibannya untuk melunasi utang-utangnya.
Misalnya saja kurator menanyakan tentang sumber penghasilannya yang diperolehnya dari jasa
pembuatan akta, dan Notaris menceritakan bahwa penghasilannya diperoleh dari akta yang dibuat
oleh para pihak yang menghadap kepadanya, maka disini dikatakan bahwa Notaris tersebut telah
melanggar kewajiban tentang merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya oleh
para pihak, sebab seharusnya Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang
dibuatnya, dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah janji
jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 16 huruf e UUJN).

Notaris Devi Chrisnawati yang bertindak sebagai pribadi mengajukan permohonan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada Pengadilan Niaga Surabaya. Hal ini
tertuang dalam perkara PKPU Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/PN Niaga Sby. Pengajuan permohonan
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PKPU ini dikarenakan yang bersangkutan sudah tidak mampu lagi membayar hutang-hutangnya
kepada para kreditur yang telah jatuh tempo akibat usaha yang dijalaninya mengalami
kebangkrutan. Maksud dan tujuan permohonan PKPU yang diajukan oleh pemohon melalui kuasa
hukumnya untuk memperpanjang waktu penundaan kewajiban pembayaran utang sementara
selama 45 (empat puluh lima) hari dan beberapa hal yang berkaitan dengan itu kepada pemohon.
Pada akhirnya permohonan PKPU sementara kemudian disetujui menjadi PKPU tetapnselama 45
hari dengan maksud untuk memberikan waktu bagi debitur Devi Chrisnawati (dalam PKPU)
Menyusun dan menyerahkan rencana perdamaian kepada para krediturnya. Setelah dilakukan
rapat kreditor dengan agenda pencocokan piutang yang dilanjutkan dengan verifikasi utang Devi
Chrisnawati (dalam PKPU) yang berdasarkan daftar tagihan sementara sebagaimana telah dibuat
oleg pengurus tidak dihadiri oleh Devi Chrisnawati. Begitu pula dalam rapat kreditor terjadi protes
yang disampaikan oleh para kreditur konkuren maupun kuasa hukumnya, yang pada intinya
meminta untuk tetap berusaha menghadirkan langsung debitur Devi Chrisnawati, dalam rapat
kreditur tambahan, yang kemudian agendanya disepakati rapat agenda Kembali memberikan
kesempatan bagi kuasa hukum menghadirkan debitur Devi chrisnawati, namun tetap tidak hadir
sehingga Tim pengurus melaporkan kepada Hakim pengawas memberikan rekomendasinya agar
Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan debitur pailit dengan segala akibat hukumnya.
Pada akhirnya, hakim Pengadilan Niaga Surabaya mengabulkan permohonan dan memutuskan
menyatakan pemohon PKPU Devi Chrisnawati pailit dengan segala akibat hukumnya. Adanya
peristiwa tersebut. Kanwil Kemenkumham Jawa Timur dan Majelis Pengawas Wilayah (MPW)
Jawa Timur telah melaporkan Notaris Devi Chrisnawati untuk diberhentikan atas dasar Pasal 12
huruf a UUJN yang menyatakan notaris diberhentikan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri
atas usul Majelis Pengawas Pusat (MPP) apabila dinyatakan pailit berdasarkan Putusan
Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Ketidaksanggupan Debitur untuk menyelesaikan segala kewajibannya kepada kreditur,
terutama bagi pengusaha, bukanlah hal yang asing lagi. Baik itu pengusaha perorangan maupun
badan hukum. Banyak faktor yang menyebabkan debitur tidak dapat menyelesaiakan
kewajibannya kepada kreditur yang pada akhirnya debitur dinyatakan pailit.

Kondisi pailit yang dialami subyek hukum perorangan seperti Devi Chrisnawati dimana di
dalam dirinya juga melekat jabatan sebagai notaris. Penulis juga melakukan penelusuran pada
website Direktori Putusan Mahkamah Agunng yang di dalamnya memuat informasi semua
putusan peradilan di Indonesia, kasus kepailitan ini merupakan satu-satunya seseorang atas nama
pribadi juga berprofesi sebagai notaris mengajukan permohonan PKPU dan permohonan tersebut
dikabulkan yang berakibat notaris tersebut pailit dengan segala akibat hukumnya berdasarkan
putusan Nomor 20/Pdt.SUS-PKPU/2020/PN Niaga Sby. Di dalam permohonananya Devi
Chrisnawati mendaftarkan dirinya bekerja sebagai swasta bukan sebagai notaris.

Meskipun dia bertindak atas nama pribadi dalam permohonan tersebut tetapi hal itu tidak
serta merta membuat dirinya terlepas dari aturan Pasal 12 huruf a UUJN. Hal ini dikarenakan di
dalam dirinya melekat profesi notaris.Sehingga segala akibat hukum dalam Pasal 12 huruf a
UUJN harus diterimanya yaitu diberhentikan secara tidak hormat berdasarkan usul Majelis
Pengawas Pusat.
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Pihak-pihak yang dapat dinyatakan pailit yang telah diatur dalam UU KPKPU terbatas
hanya meliputi, yaitu(Widjaja, Op.Cit., hal. 3):

1. Orang perorangan atau badan pribadi, baik laki-laki maupun perempuan yang telah menikah
maupun belum menikah. Apabila permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan oleh
debitur perorangan yang telah menikah, maka permohonannya harus mendapatkan
persetujuan suami atau istrinya, kecuali adanya perjanjian pisah harta.

2. Perserikatan-perserikatan dan perkumpulan yang tidak berbadan hukum lainnya.
Permohonan pailit terhadap suatu firma harus memuatnama dan tempat kediaman masing-
masing persero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma.

3. Perseroan-perseroan, perkumpulan-perkumpulan, koperasi maupun Yayasan yang berbadan
hukum. Dalam hal ini berlakulah ketentuan mengenai kewenangan masing-masing badan
hukum sebagaimana yang diatur dalam anggaran dasarnya.

4. Harta warisan atau harta peninggalan yang belum dibagikan kepada ahli warisnya sebagai
suatu kesatuan kumpulan harta kekayaan tersendiri.

Pailitnya Devi Chrisnawati dalam kapasitasnya sebagai orang pribadi dan melekat padanya
profesi Notaris, yang mengakibatkan jabatan yang melekat pada Devi chrisnawati turut terkena
imbasnya.

3. Perlindungan Terhadap Protokol Notaris Dan Pengawasan Terhadap Notaris

Perlindungan terhadap Protokol Notaris yang Notarisnya dinyatakan pailit berdasarkan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus
disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(Pasal 1 angka 13 UUJN). Protokol tersebut wajib dirawat dan disimpan dengan baik oleh
Notaris yang bersangkutan atau oleh Notaris pemegang protokol, dan akan tetap berlaku selama
sepanjang jabatan Notaris masih tetap diperlukan oleh Negara. Kewajiban untuk menyimpan
protokol Notaris tidak terbatas pada penyimpanan protokol yang dibuat oleh dan/atau di
hadapan Notaris itu sendiri, akan tetapi juga berlaku untuk penyimpanan protokol yang
diserahkan dari Notaris tersebut, di mana Notaris yang menerima protokol bertugas sebagai
penyimpan protokol terhadap protokol yang telah diserahkan kepadanya(Adjie, 2018).

Berdasarkan ketentuan Pasal 62 UUJN, penyerahan Protokol Notaris dilakukan dalam
hal Notaris:

a. Meninggal dunia;
b. Telah berakhir masa jabatannya;
c. Minta sendiri;

d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai
Notaris secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;

e. Diangkat menjadi pejabat Negara;

f. Pindah wilayah jabatan;
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g. Diberhentikan sementara; atau
h. Diberhentikan dengan tidak hormat.

Penyerahan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 UUJN dilakukan paling
lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol Notaris yang
ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima protokol Notaris terhitung sejak
membuat berita acara penyerahan protokol Notaris tersebut. Apabila seorang Notaris
meninggal dunia, penyerahan protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada
Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Dalam hal Notaris diberhentikan
sementara, penyerahan protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang
ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan.
Apabila Notaris telah berakhir masa jabatannya, minta sendiri, tidak mampu secara rohani
dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih
dari 3 (tiga) tahun, pindah wilayah jabatan atau diberhentikan dengan tidak hormat, maka
penyerahan protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh
Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah. Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada
waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris
penerima protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah. Dalam hal protokol Notaris tidak
diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud, Majelis Pengawas
Daerah berwenang untuk mengambil protokol Notaris.

Untuk protokol Notaris dari Notaris yang diangkat menjadi pejabat Negara diserahkan
kepada Notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (Pasal 64 UUJN). Dalam Pasal
65 UUJN menyebutkan bahwa Notaris, Notaris pengganti dan pejabat sementara Notaris
bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan
atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris. Pada Pasal 65A menyatakan
bahwa Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 58 dan Pasal 59 dapat dikenai sanksi berupa:

a. Peringatan tertulis;

b. Pemberhentian sementara;

c. Pemberhentian dengan hormat; atau
d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Sebelum Notaris menjalankan jabatannya, protokol tersebut terlebih dahulu harus
ditandatangani oleh Majelis Pengawas Daerah pada halaman pertama dan yang terakhir.
Sedangkan halaman isi hanya diparaf saja. Pengambilan minuta akta atau surat-surat
sebagaimana tersebut di atas maka dibuat berita acara penyerahan. Apabila Notaris yang telah
menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris lain yang sudah meninggal dunia, maka Notaris
penyimpan protokol tidak bertanggung jawab atas proses pembuatan akta itu bila terjadi
masalah pada akta tersebut. Akta itu sendiri sudah menjamin pembuktian diri baik dari segi
formil dan materiil. Dalam hal ini hakim harus percaya kecuali yang menggugat dapat
membuktikan sebaliknya. Jadi pemegang protokol Notaris sama sekali tidak bertanggungjawab
atas segala masalah yang timbul dari protokol Notaris yang telah diserahkan
kepadanya(Kusuma, 2020).
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Notaris berkewajiban dan bertanggungjawab terutama atas pembuatan akta otentik
yang telah dipercayakan kepadanya, menyimpan minuta aktanya termasuk semua protokol
Notaris dan memberi grosse, salinan dan kutipan akta. Sesuai dengan Pasal 54 UUJN, Notaris
hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan
akta atau kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau
orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
Sementara itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemberhentian Notaris adalah
menyangkut penyerahan protokol Notaris, karena protokol Notaris merupakan dokumen
Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris.

Disisi lain hal yang tidak kalah penting adalah fungsi dari Majelis Pengawas Daerah
setempat yaitu mengusulkan Notaris lain yang akan ditunjuk sebagai pemegang protokol
Notaris. Apabila pengusulan maupun persetujuan Notaris selaku pemegang protokol dan peran
Majelis Pengawas Daerah terlambat, maka akan berakibat pada keterlambatan proses
pengalihan tanggungjawab sehingga akan berpengaruh terhadap akta-akta yang telah
dibuatnya. Oleh karena dokumen yang merupakan protokol Notaris dapat dijadikan sebagai
alat bukti yang kuat bagi para pihak yang berkepentingan dalam akta tersebut maka protokol
Notaris harus dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya(Kusuma, Op.Cit., hal. 69).

Mengenai mekanisme yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah dalam rangka
pemeriksaan Protokol Notaris sebagai berikut: “bahwa untuk keperluan pemeriksaan protokol
Notaris, baik yang dilakukan secara berkala satu tahun sekali atau pada setiap waktu yang
dianggap perlu, Ketua Majelis Pengawas Daerah membentuk tim pemeriksa yang terdiri atas
tiga orang yang berasal dari setiap unsur dan dibantu oleh seorang sekretaris, sebelum
pemeriksaan dilakukan kepada Notaris yang protokolnya hendak diperiksa diberitahu secara
tertulis yang mencantumkan jam, hari dan tanggal pemeriksaan serta tim pemeriksa dalam
waktu sekurang-kurangnya tujuh hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan, tim pemeriksa
harus menolak melakukan pemeriksaan atas protokol Notaris yang mempunyai hubungan
perkawinan dan hubungan darah dalam garis lurus tanpa pembatasan derajat dan garis ke
samping sampai derajat ketiga(lbid, h. 17).

Tim pemeriksa membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Ketua dan
Notaris yang protokolnya diperiksa setidak-tidaknya sebanyak lima rangkap untuk keperluan
Majelis Pengawas Daerah sendiri, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat,
Pengurus Daerah lkatan Notaris Indonesia serta Notaris yang protokolnya diperiksa, tim
pemeriksa mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam protokol Notaris dengan
menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang
disahkan dan dibukukan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir, pada waktu dilakukan
pemeriksaan, Notaris yang protokolnya diperiksa wajib berada di kantornya dan
menyampaikan semua protokol yang hendak diperiksa(lbid).

KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan

a. Kepastian Hukum terhadap Notaris yang dinyatakan pailit diatur dalam Undang-Undang
Jabatan Notaris yang merupakan produk hukum legislatif mengatur semua hal menyangkut
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fungsi dan tugas seorang notaris di dalam menjalankan jabatannya. Demikian halnya
dengan norma kepailitan yang diatur di dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Jabatan
Notaris. Apabila notaris dalam menjalankan kewenangannya tidak sesuai dengan Undang-
Undang khususnya UUJN, maka notaris telah menyimpang dari kewenangannya dan dapat
dijatuhkan sanksi terhadapnya. Ketentuan Pasal 12 huruf a UUJN menyebutkan bahwa
notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya atas usul Majelis Pengawas
Pusat (MPP) karena dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal tersebut tidak dapat memberikan kepastian
hukum. Pemberhentian dengan tidak hormat bagi notaris yang dinyatakan pailit tidak
sesuai dengan teori kepastian hukum. Hal ini disebabkan ketentuan dalam hal notaris pailit
yang diatur dalam Pasal 12 huruf a UUJN tidak jelas dan multitafsir sehingga tidak tepat
dijadikan dasar pemberhentian.

b. Akibat hukum kepailitan bagi debitur dalam UU KPKPU hanyalah sebatas debitur
kehilangan hak nya untuk mengurus harta bendanya sejak putusan pailit dijatuhkan.
Berbeda halnya dengan akibat hukum kepailitan bagi Notaris di dalam UUJN, ketentuan
dalam Pasal 12 huruf a UUJN dimana akibat hukum bagi Notaris yang dinyatakan pailit
adalah diberhentikan secara tidak hormat. Disini terjadi benturan norma antara UUJN dan
UU KPKPU, meskipun dalam UU KPKPU tidak secara eksplisit mengatur tentang jabatan
Notaris, namun UUJN alangkah lebih baiknya mengacu pada UU KPKPU. Kondisi pailit
yang dialami subyek hukum perorangan seperti Devi Chrisnawati dimana di dalam dirinya
juga melekat jabatan sebagai notaris. Meskipun dia bertindak atas nama pribadi dalam
permohonan tersebut tetapi hal itu tidak serta merta membuat dirinya terlepas dari aturan
Pasal 12 huruf a UUJN. Hal ini dikarenakan di dalam dirinya melekat profesi notaris.
Sehingga segala akibat hukum dalam Pasal 12 huruf a UUJN harus diterimanya yaitu
diberhentikan secara tidak hormat berdasarkan usul Majelis Pengawas Pusat.

c. Perlindungan hukum terhadap Protokol Notaris dalam hal Notaris diberhentikan dengan
tidak hormat, maka penyerahan protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris
lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah. Dalam hal
pengawasan terhadap Notaris, Saat ini ada dua lembaga yang berwenang untuk melakukan
pengawasan tersebut, yaitu lembaga Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan
pengawasan terhadap Notaris dan Dewan Kehormatan yang merupakan salah satu dari alat
perlengkapan organisasi yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI).

2. Saran

a. Bagi lembaga legislatif perlu untuk memperbaiki peraturan perundang-undangan tentang
Jabatan Notaris sehingga dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Jabatan
Notaris khususnya terkait tentang kepalitan Notaris.

b. Terhadap Pasal 12 huruf a UUJN yang menyatakan: “Notaris diberhentikan dengan tidak
hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila dinyatakan
pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”
Pengaturan terhadap pasal ini tidak jelas sehingga pasal tersebut harus diperbaiki dan lebih
diperjelas lagi agar tidak menimbulkan kekaburan norma. Terlebih lagi jika UUJN harus
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mengacu pada UU KPKPU karena segala pengaturan kepailitan ada di dalam UU KPKPU.

c. Bagi Lembaga yang berwenang untuk melakukan Pengawasan terhadap Notaris, seperti:
Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat agar
lebih melakukan pengawasan terhadap Notaris di Indonesia.
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